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KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
NOMOR 467 /Kpts/OT.080/H/04/2025

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL BADAN PERAKITAN DAN
MODERNISASI PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan komunikasi dan
penyebaran informasi di bidang pertanian yang profesional
serta berintegritas kepada publik dengan penggunaan media
digital, perlu pengelolaan media sosial yang terencana, kefektif
dan berkelanjutan;

b. bahwa agar dalam pengelolaan dan pemanfaatan media sosial
berjalan dengan baik, perlu disusun pedoman dalam
pengelolaan dan pemanfaatan media sosial agar komunikasi
dan pelayanan informasi berjalan optimal, efektif, effisien, dan
akuntabel,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian tentang
Pedoman Pengelolaan Media Sosial Badan Perakitan dan
Modernisasi Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6905);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaga Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ttentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 152, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia
Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
112, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor
5038);
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaga Negara
Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pemanfaatan Media Sosial di Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 102);

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 37);

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2025 tentang
Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 20);

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup
Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 250);

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI
PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN.

Pedoman Pengelolaan Media Sosial Badan Perakitan dan
Modernisasi Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala
Badan ini.

Pedoman Pengelolaan Media Sosial Badan Perakitan dan
Modernisasi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU digunakan sebagai acuan bagi unit kerja dan unit
pelaksana teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi
Pertanian dalam memberikan pelayanan informasi dan
kehumasan.

Semua biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya
Keputusan Kepala Badan ini dibebankan pada anggaran Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Perakitan dan
Modernisasi Pertanian.
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KEEMPAT :  Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 April 2025

Salinan Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada :

1
2.
3.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;

Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;

Kepala Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan
Modernisasi Pertanian.



